BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.691, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pemotongan PPH
Pasal 21. Tata Cara Pemotongan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 262/PMK.03/2010
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI

PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN
PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan
dan Pengenaan Pgjak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemotongan Pgjak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah;

Mengi ngat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.691

Menetapkan :

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pagak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif
Pemotongan dan Pengenaan Pgjak Penghasilan Pasal 21 atas
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5174),

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI,
ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS
PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pgak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pgak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.

Pgjak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah
paak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasa 21
Undang-Undang Pgjak Penghasilan.

Pegabat Negara adalah Pgabat Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pokok-Pokok K epegawaian.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS
sebagaimana dimaksud daam  Undang-Undang  Pokok-Pokok
Kepegawaian.

Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota
TNI adalah anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pokok-Pokok Kepegawaian.

Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
Anggota POLRI adalah anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pokok-Pokok K epegawaian.

Pensiunan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan
atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu sebagal Pejabat Negara, PNS,
Anggota TNI atau Anggota POLRI, termasuk janda atau duda dan/atau
anak-anaknya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB lI
PENGHASILAN YANG DIKENAI PPh PASAL 21
Pasal 2

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setigp bulan
yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas
beban APBN atau APBD.
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(2) Penghasilan tetap dan teratur setigp bulan yang menjadi beban APBN atau
APBD sebaga mana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan
teratur bagi:

a. Pgabat Negara, untuk:
1) gai dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap
bulan; atau

2) imbalan tetap sgenisnya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. PNS, Anggota TN!, dan Anggota POLRI, untuk ggi dan tunjangan
lain yang sifatnya

tetap dan teratur setigp bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap
dan teratur setigp bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ggji, uang pensiun, dan
tunjangan ke-13 (ketiga belas).

Pasal 3

Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi
beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak
termasuk biaya perjalanan dinas.

Pasa 4

Dalam hal penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagamana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima dalam mata uang asing,
penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan
tersebut.

BAB IlI

DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Penghasilan
Kena Pgak.
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(2) Besarnya Penghasilan Kena Pgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak
Kena Pgak.

(3) Besarnya Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI ditentukan
berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan
dikurangi dengan:

a. biayajabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur tentang biaya jabatan; dan

b. iuranyang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pgjabat Negara, PNS,
Anggota TNI, atau Anggota POLRI kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan olen Menteri Keuangan atau badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang
dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan.

(4) Besarnya penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur
setigp bulan dikurangi dengan biaya pensiun sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya pensiun.

Pasal 6

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama
apa pun sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penghasilan bruto.

Pasal 7

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgak per tahun adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenal penyesuaan besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pgjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Pg ak Penghasilan.

(2) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgak bagi wanita berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. bagl wanita kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pgak untuk
dirinya sendiri;
b. bagi wanitatidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pgjak untuk

dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pgak untuk
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
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3)

(4)

1)

(2)
3

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling
banyak 3 (tiga) orang.

Dalam hal wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak
menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pgak adalah Penghasilan Tidak Kena Pgak untuk dirinya sendiri
ditambah Penghasilan Tidak Kena Pgak untuk status kawin dan
Penghasilan Tidak Kena Pagak untuk keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi
tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgak ditentukan berdasarkan keadaan
padaawal tahun kalender.

BAB IV
TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNY A
Pasal 8

Tarif pgak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak
Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pgak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Jumlah Penghasilan Kena Pgjak sebagai dasar penerapan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak,
selain Masa Pgak Desember atau Masa Pgak terakhir, tarif pgak
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas perkiraan penghasilan
yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagal
berikut:

a. perkiraan penghasilan yang akan diperolen selama 1 (satu) tahun
adalah jumlah ggji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan
setigp bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. dalam hal terdapat pembayaran penghasilan seperti gaji, uang pensiun,
dan tunjangan ke-1 3 (ketiga belas), serta rapel ggji dan/atau tunjangan
maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu)
tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah
gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gqji
dan/atau tunjangan.
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Masa Pgak terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Masa
Pajak tertentu dimana Pegjabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota
POLRI terakhir bekerja.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setigp Masa Pgak
sebagal mana dimaksud pada ayat (3) adalah:

a atas penghasilan seperti ggi, uang pensiun, dan tunjangan yang
dibayarkan setigp bulan adalah sebesar Pgak Penghasilan terutang
atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dibagi 12 (duabelas);

b. atas penghasilan seperti ggi, uang pensiun, dan tunjangan ke-13
(ketiga belas) sertarapel gaji dan/atau tunjangan adalah sebesar selish
antara Pgak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan Pgak
Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Dalam hal Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI mulai
bekerja sebagal Pgjabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI
setelah bulan Januari, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau faktor pembagi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender
sg ak yang bersangkutan mulai bekerja atau mulai pensiun.

Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pgjak Desember adalah
selish antara Pgak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan
Kena Pgak selama 1 (satu) tahun takwim dengan akumulasi PPh Pasal 21
yang terutang pada Masa Pgjak-Masa Pgak sebelumnya dalam tahun
takwim yang bersangkutan.

Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pgak terakhir adalah
selish antara Pgak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan
Kena Pgjak yang disetahunkan dengan akumulas PPh Pasal 21 yang
terutang pada Masa Pgjak-Masa Pgak sebelumnya dalam tahun takwim
yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah tambahan PPh Pasal 21 lebih
tinggl sebesar 20% (dua puluh persen) sebaga mana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1).
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(10) Dalam hal Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI

menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap
bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran ggi, maka
penghitungan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan tersebut harus
memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap
bulan yang diterima oleh Pegjabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota
POLRI yang bersangkutan.

Pasal 9

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun
yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
adalah sebagai berikut:

a

(1)

(2)

3)

sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan | dan
Golongan Il, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat
Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan 11,
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama,
dan Pensiunannya;

sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Peabat
Negara, PNS Golongan 1V, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Pasal 10

Dalam hal Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan
Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pgjak, atas penghasilan
tetap dan teratur setigp bulan yang menjadi beban APBN atau APBD
dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota
TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok
Wajib Pgjak.

Tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Pgabat Negara, PNS,
Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dan dipotong dari
penghasilan yang diterima Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota
POLRI, dan Pensiunannya.

Pengenaan tambahan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh bendahara pemerintah dalam hal Pejabat Negara, PNS,
Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya belum memiliki Nomor
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Pokok Wajib Pajak pada saat permintaan pembayaran penghasilan tetap
dan teratur setiap bulan digjukan.

Pemotongan atas tambahan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh bendahara pemerintah pada saat pembayaran
penghasilan tetap dan teratur yang diterima setiap bulan.

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pgak dibuktikan oleh Pgabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dengan
memberikan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pgak kepada bendahara
pemerintah.

Bagi wanita kawin yang tidak memilih untuk menjalankan hak dan

kewajiban perpajakannya sendiri, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pgak

sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan memberikan:

a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wgib Pgak suami serta fotokopi surat
nikah; atau

b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pgjak diri sendiri dengan kode
keluarga dari Nomor Pokok Wagjib Pgjak suami, kepada bendahara

pemerintah.
BABV
KEWAJBAN PEMOTONGAN PAJAK
Pasal 11

Bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah
bendahara pengeluaran pada kementerian/lembaga, pemerintah proving,
atau pemerintah kabupaten/kota.

Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a.  mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pgjak sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangan perpg akan; dan
b. menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21
yang terutang untuk setiap Masa Pajak.
Kewgjiban menghitung, memotong, dan melaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan terhadap penghasilan yang dikenai
tarif PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol persen).

Ketentuan mengenai kewgjiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal
21 untuk setigp Masa Pgjak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
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D

(2)

D)

(2)

(1)

(2)

3)

berlaku, dalam hal jumlah pagak yang dipotong pada Masa Pgak yang
bersangkutan nihil.

Pasal 12

Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan dilakukan oleh
badan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan untuk
melakukan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku bagi
badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal dalam suatu Masa Pgjak terjadi kelebihan perhitungan atas PPh
Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah, kelebihan PPh Pasal 21 yang
ditanggung oleh pemerintah tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21
yang ditanggung oleh pemerintah pada bulan berikutnya melalui Surat
Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

Dalam hal dalam suatu Masa Pgjak terjadi kesalahan pemotongan atas PPh
Pasal 21 yang bersifat Final dari penghasilan berupa honorarium atau
imbalan lain sehingga terdapat kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang
bersifat final, kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang bersifat final
tersebut dikembalikan sesuai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran paak sebagamana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengena tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran pgak yang seharusnyatidak terutang.

Pasal 14

Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memberikan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada Pejabat
Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya paling
lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

Dalam hal Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI
berhenti bekerja sebelum berakhirnya tahun kalender, bukti pemotongan
PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling
lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memberikan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa
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honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir
bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.

Pasal 15

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Bendahara pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk
Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesua dengan peraturan
perundang-undangan.

Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melaporkan
pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiagp Masa Pgjak yang
dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21
ke Kantor Pelayanan Pgjak tempat Bendahara pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 terdaftar, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJBAN PENERIMA PENGHASILAN
Pasal 16

Pegjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan wajib
membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada:

a. awal tahun kalender;

b. saat mula menjadi Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota
POLRI;

Cc. Saat mula pensiun, sebagal dasar penentuan Penghasilan Tidak Kena
Pajak dan wajib menyerahkannya kepada bendahara pemerintah.

Apabila Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI berhenti
bekerja, pindah, atau pensiun pada bagian tahun kalender, maka Bendahara
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tempat bekerja yang lama
wajib menyampaikan Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12:

a. tempat bekerjayang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
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b. yang membayar uang pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai
pensiun;

paling lama 1 (satu) bulan setelah Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau
Anggota POLRI berhenti bekerja, pindah, atau pensiun.

Pasal 17

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan tarif yang lebih tinggi
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan Pgak Penghasilan Wajib Pgjak orang pribadi.

Pasal 18

Dalam hal Pegabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan
Pensiunannya, menerima atau memperolen penghasilan lain yang tidak
dikenakan Pgjak Penghasilan bersifat final, di luar penghasilan tetap dan teratur
setigp bulan yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut
digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pgak Penghasilan Wajib Pgjak Orang Pribadi yang
bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan honorarium atau imbalan lain
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima oleh Pgjabat Negara, PNS,
Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya sesuai petunjuk umum dan
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, atas permintaan
pembayaran penghasilan tetap dan teratur untuk bulan Januari 2011 yang telah
dilakukan pemrosesan pada bulan Desember 2010, pengenaan PPh Pasa 21
dilakukan sesual dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pgak Penghasilan Bagi Pejabat
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Negara, Pegawa Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan yang Dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 636/KMK.04/1 994 tentang Pengenaan Pgak Penghasilan
bagi Pegabat Negara, Pegawa Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan
kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 22
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2011.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUSD.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMDI A
FERATUR A MR 1 KELLAML AN
FHOMOR G 20 027 192000 TENT A TATA Cats
PERCAUIRGAR TALAS PRSI, AN Tasml 2.

BALY PRATAL LEGARA TG AWSGOTAS THI
AMCIZ A PILRL LM FEMAIL AN I8 & A

FENLHAZI AN AT MR AL
AMUGARAN  UFMPGTATAN 34N

FEGARR ATALTAMUGUCARAN TRNDATATAN 134N

BELANLA AR A

FETUNJUK UMUM IXAN CONTOH PENGHITUNG AN

PAJAK FENCHASILAN PASAL 21 BAG]

PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNIL ANGGOTA POLRL DAMN UINSIUNANNY A
ATAS PENGLASILAN YANG MEN)JATH BEBAN APEN ATAU APBD

BAGIAN I'LRTAMA: PFEIUNJUK UMUM PENGHITUNGAN I'I'h PASAL 21

L

FETUNJUK UMMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PENGHASILAN
TETAP DAN TERATUL SET1AD BULAN

Pemghitungan P Fasal 21 untuk penghasilan etap dan leratur setiap Twlan dibedakan
menjadi 2 (dua), vaitw

L]

A Penghitungan uisa atan balanan yang reenjadi dasar pemotongan FPh Pasal 21 yang,

terutang untak schiap Masa lajak, yang dilaporkan dalam SPT Wasa FFh Fasal 21,
selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir

L. FPenghitungan kembali sebagai dasar pengision L7210 A2 dan pemotongan PPh Pasal
21 yang terulang untuk Masa Pajak Desember alau Masa Pajak terakhdr,
Pengnitungan pada Masa Pajole Deserpber ditnkoben bogi Pejulml Megara, PG,
Anggota THL ateu Anggota MOLE] vang bekerja sampad akhit talian talowion dan bapi
Pensinan Kalg meni [HIIE |‘Je11gl1'¢|5i|.|1'. (Rl LIS} 5r|'.|:1p.'4_i;,1k|1'|r tabun Lakwin.

FPenghilungan pada Masa Fajak terakhir dilakukan sagi Yejabal MNegoura, o, Anggota
TINL alau Angget POLRT yong berhenl bozesja alau memasaki nasa pensiin

LA Penghilungan Masza atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa
Pajak Terakhir:

LA} Penghitungan PPR Pasal 21 bagi ejabal Negara, PNS, Anggota TNI,
dan Anggota POTIRL

d.

i)

urtuk menphiting PP Pasal 21 atas penghasilan telap dan teratur
seliap bular, klebils daloclu dikitung seluruh peng:easidan rok yang,
diterima selarma sebulan, yang melipati selurch gaj dan anjangan,

selangutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang, diperaleh
dengan cara mengurangi pengnasilan Loule sebolan dengan biaya
jisbatan dan wran pensiun;

selanjutnya  dinttung  penghasilan neto setahun,  yeilu jumlah
penhasilan neto sehulan dikalilkan 12 (dua belas):

dalan bal Pejubat Mepara, FNS, Anggota TNT, atau Anggota POl
rmulai Bererja setelab bulan fanuard, maka penghasidan oeto setalian
diliitung demgan ancngalikan penghasitan netw sebalan dengan
honvaknva buian sejal Poizbat Mepara, PR Anggota THL atau
,-"':.ng:;:gnLa'P(_'.I'l RI nwlai bekerja sampai dengan bulan Dasember;
selanjulnya  Jdibilung  Penphasilan Bena FPajak  ¥aitu .:'»ebt-.':--n
Penghasilan neto setahun scbagatimana dimaksud pada |'!.L11"|.:l_l' ¢ alau
puruf d, dikurangi dengan Perghasilan Tidak Rena Pajak {ETIT;
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PPh Tasal 20 terulang atas perkiraan penghasilan setahun dihilung
dengan menerapkan taril Fasal 17 U TPh terhadap Penghasilan
Fena Pajak;

g selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintaly
schulan, yaitu:
1} jumlab PFPh Pasal 21 ferutang alas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dibagi dengan 12 (dua belas);
2} jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan schagaimana
dimaksud pada huruf d dibagi banyaknyva bulan vang menjadi
faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huraf 0.

A2 DPenghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan

a. Penghilungan PPh Fasal 21 atas penghasilan letap dan leratur seliap
bulan yany diterima penerima pensiui padda tahun pertama pensiun
adalah sebagal berikut;

1y terlesdhy dahwlu dihitung penghasilan reto sebulan yang diperoleh
dengane cara mengurang  penghasilan bt dengan biaya
peosiun, kemndian dikalikan banyakiya bulan sgjal pogawal
vang bersangaotan menerima pensiun sampal detugan bulan
[dsemlser;

b2
alles

selanjuinya penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebu? pada
angka 1) ditamizah dengan penghasilan note dalam kalian yang
bersangkulan vong  diterima sebelun Pojalal Swegara, PING,
Anmrota T atau Anggola FOLRD pensiun sesual dengan yang
ercantam dalam bukt pemotongar PPh Pasal 21 sebelum
PUnsiun,

¥ untuk menglitung Penghasilar Kena Pajak, jumlah poenghasilan
pacda angka 2) tersebut dikurangi dengan PTKE, dan selanjutnys
dihitung 'Fh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Tasal 17 UL PPh
terhadap Penghasilan Kena Pajak tersebul;

4y PFh Pasal 21 atos vang pensiun dalam tahun yang bersanghkutan
dihitung dengan cara mengurangi PPL Tasal 21 dalam angka 3)
dengan PPh Pasal 21 yang terutang davi Bendahara sebelum
Pejabat Megara, PNS, Anggota TNL atan Angrgrota POLRL pensiun
sesuai dengan yany tercantum dalam bukd pemotongan PPh Pasal
21 sebelum pension;

51 FPh Fasal 21 yang duangguny oleh Pemerintah sebudan adalah
sobesar PPh Pasal 2 seperti tersebul dalam angka 47 dibagi
dengan banyaknya bulan sebagannans tlumaksud dalam angka 1).

b, Penghilungan FPh Pasal 21 atas penghasilan letap dan teralur setiap

bulan yany diterima peoerima pensiun pada tabin kedua dan

seterusnya adalah sebagai bevilut.

19 teriebih dahulu dihilung penghasilan neto sebulan yang diperolel
dengan cara mesgurangi penghasilan Truto  dengan biaya
pensiun,
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selapjumya dihitung perkiraan penghasilan neto setabun, vaim
jumlab penghasilan nete sebulan dikalikan 12 (dua belasy;

3t untuk menghituig Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan
pada angha 2) tersebut dikurangt dengar, PTED, dan selanjutnya
dihitung PTh [asal 21 dengan menerapkan taril Tasal 17 UU 1'Ph
terthadap Penghasilan Kera Pajak tersebul;

4y selanjutnys dihitung PPh Pasal 21 scbulan, yang ditanggung, olsh
Pemerintah, yalu sebesar jumiah UPh Pasal 21 setalan atas

penghasilan sehapaimana dimaksud pada angka 3) dibagi dengan
12 | dua belas);

Penghitungan P'h Paszal 21 atas Gaji, Uang Pensiun, dan Tunjangan
Ke-13 (Ketiga belas) atau Rapel Gaji danfatau Tunjangan

A Apaebila kepada Mejabat Wegara, PNS, Angpota TNL Angeota POLRT
dan Pensunan diberikan Gaji, Uapg Pensiun, dan Tunjangan ke-13
{keliga helas) atau rapel gaji dan/ atau tunjungan, maka ''h Fasal 21
tihituny dengan cara sebagan berikul:

1) dibimang PPh Pasal 21 alas penghasilan telap dan teratur seliap
bulan vany, diselahunkan ditambah dengan penghasian berupa
pajl wang pensiun dan injangan ke-13 (ketiga belas)

2y dibilung FPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur seliap
bulan vang disctahunkan tanpa gapi dan tunjangan ke- 13 (kehipga
belas) atau uang pensiun dan tanjangan ke-13 {ketiga belas).

%) selisih anlara PPh Pasal 21 menurut penghitungan angka 1 dan

. angka 2} adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gajl dan
tunjangan le-13 (ketipa belas) atau vang pensiun dan unjzngan
ke-13 {kelipa belas).

b. Dalam hal Pejubat Negara, PNS, Anggota T, Anggola POLRE dan
Pensiunan baru mulai bekerja/Pensiun setelah bulan Januan, maka
PPh Pasal 21 atas Gajn dan Tunjangan ke 13 (kefiga belag) atau Uany
Pensiun dan Junjangan ke-13 (Ketiga Belas) lersebut dihitung dengan
cara sc_-lﬁ..:_a_:;ai:m-u{a pada hurtl a derpan memperhatikan ketenbinan
mengenai Penghitungan PUh Pasal 21 Bulanan atas penyghasilan tetaE
dan texater setiap bulan pada botir LA herul b anghka =) 4y dan 37 Jdi
atas.

o, Apabila kepada D'ejubat Megara, PING, Anggola TN, Anggota POLEI
Jan Pensiunan dibavar (rapel gagi ), maka PPh Pasal 21 dihitung dan
dipotony, dengan cara sebagatmana dimaksud pada hruf a.

Penghilungan PPh Pasal 21 bagi Pejabal Negara, NS, Anglgul.a TN,
dan Anggota POLRL yang memncrima tambahan penghasiian yang
bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah
dari pembayaran gaji.

Dakamn fal terdapat tambahan penghasilan yang bersilat tetap :1a.1.1 leraluy
setap bulan yang pemnbayarannya terpisah darl pembayaran gap kepad_a
seorang Pejabat Mepara, PNS, Anggota TNL ataw Anggota POLRL, balk
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karena ditugaskan pada Satuan Kerja lain atau adanya tambahan

tunjangan tertentu, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai
berikut:

a. Bendahara yang membayarkan gaji pokok melakukan perhitungan
PPh Pasal 21 sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam
butir LA.1 dan/atau T.A 3.

b. Bendahara yang membayarkan tambahan penghasilan tetap dan

teratur setiap bulan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai
berikut:

1) dihitung PPh Pasal 21 atas keseluruhan penghasilan tetap dan
teratur yang diterima setiap bulan yang disetahunkan, baik atas
gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun atas tambahan
penghasilan.

2) PPh Pasal 21 yang terutang atas tambahan penghasilan yang
bersifat tetap dan teratur setiap bulan adalah sebesar selisih antara
PPh Pasal 21 yang dihitung sebagaimana dimaksud pada butir 1)
dengan PPh Pasal 21 yang dihitung sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

I.B. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Desember

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak Desember adalah sebagai
berikut:

a. Dihitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur
setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan.

b. PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Desember adalah sebesar selisih
antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur
setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan,
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah
dihitung tiap Masa Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai
dengan Masa Pajak November.

c. apabila dalam PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap Masa Pajak dalam
tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan Masa Pajak November
terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi daripada tarif PPh
umum karena belum memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang
telah dihitung tiap Masa Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan
sampai dengan Masa Pajak November sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak termasuk tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% tersebut.

1.C. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir adalah sebagai
berikut :

a. Dihitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur
setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan yang
disetahunkan.
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II. PETUNTUK

a. I'I'h Pasal 21 dibitung dengran menerapkan tarif PPh Final atas jumlah penghasilan brato

18

b PPh Fasal 21 terutany untok Masa Pajak terakhir adalah sebesar sclisih
antara PPl Pasal 21 lerulany atas seluruh penghasilan betap dan teratur
sebap bulan yang diterima dalam tahun kalender vang bersanghalan yang
disetahunkan, sebagaimana dimaksucl dalam Lwruf a, detyran TPh Fasal 21

vang ielah dihitung  ap Masa Pajak  dalam tahun kalender
bersangkutan sampai dengan bulan sebelimnya.

UMUM PENGHITUNGAN PPiv PASAL 21 SFLAIN PENGHASILAN PADA
BUTIR I BERUTA HONORARIUM ATAU IMBATAN LAIN IXENGAN NAMA APAPUN

untuk setiap kali pembayvaran.

b. Tarit TP’k Final diterapkan dengan wemperhatikan golengan dari PNS dan golongan

pangkat bagi Anggeta T dan Angpota POLEL

¢, Tlalam hal junlah penghasilan bruke atas honeraraivm olau imbalan lain sehagaimana
dimaksud pada hurul a tidak dapal dipisahlan dari punlab pembayaran lainnya
sehubungan dengan pembayaran yang bersifat fomp swm maka besarnya penghasilan
np menjadi dusar penerapan Luit PPh Final adalah scbesar jumlah seluruh

brute ya
pembava

ran fuimp s berselat

BAGIAN KEDUA : CONTOH FENGHITUNGAN PI'h PASAL 21

[. CONTOH 1

ENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PENGHASILAN TLTA DAN

TERATUR SETIAP BUTAN

LA. Conioh Penghitungan PPh Pasal 21 bapgi Pejabal Negara, PNS, Anggota TNL dan

Anggota POLRI, Selain Masa lajak Desember dan Masa Pajak Terakhir:

Ll

Contoh Penghilungan PPh Pasal 21 bagi Pejabal Negara, PNS, Anggola TNI,

dan Anggota POLRI yang Bekerja dari Januari sampai dengan Diesember,

Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan e, menduduka em_a.ln:»!-l 1.l &-ILMLLE_
Lawin, mempunyai 3 orany tanggungan, telah memiliki NPWI, bekerja di
Kantor Pelayanan Pemerintahan A& (KPP AL mencrima penghasilan lelap dan

leratur setiap bulan sebagai berikul:

Gaji Pokok Rp 224450000
lunjangan 1strl Ep ;_14_.450,;111
Tunjangan Anak Tp FH‘;.?E#Q.UU
'l'umjanﬁan Tabatan Rp ::4{:.L]0L’],Gﬂ
Tunjangan Beras Ry 1498000, 0
Pembulatan {[4%] _— 43,00 +
Jumlah penghasilan brudo Rp 320077200

Penghitungan "l Pasal 21 bulanan unhik bulan fa wari =.d H(Pu'e11_ﬂ.1t‘1':_
(C:aji Pakek Rp 224450000
= ) - 12_. ¥ S0
Tugangan L5 Rp _Hi i;ﬂ{ﬁ

Tunjangan Anak Rp Sl


http://www.djpp.depkumham.go.id

L2

19

amangan Jabatan
Tumangan Beras
Pambulatan

Tumlah penghasilan brulo
Pengurangan :
L. Biaya |abatan

5% X Rp 3.296.773,00 = Rp 164.839,00

2 Turan pensiun

4,75% X Rp 2,558 730,00 = B 121.540,00 +

Penyphasilan nelo

Fenghasilan neta diselahunkan:
12 % Kp 3.010.394,00

PTEFR {K/3)
* untuk Wajib Pajak Ry 15.840.000,00
v slatus WP Kawin Rp  L320.00¢.0k

® amnbahan 3 orang tanggangan
i3 x Rpl.320 (00, 00)

Penghasilan Kena Fajak (P19
Pembulatan

UTh Pasal 21 alas maji setahnn
S x Rp Lo 004 (RKLO0 = Rp 750,200,000
['Ph Pasal 21 atas gaji scbulan

Rp  3.960.000,00 +

Bp 75020000 ;12 = Rp o 6251600

Catatan:

Fp
J{p

Rp

Ep

ip

- P

Ry

Ep .

Ep
Rp

2010, No.691

SA0.000, 0

198 00,04
43,00

2296 770 00

_ 25657900 -
3.010.394,00

360.124.728.00

2112000000 -
1500472800
15.004,000,00

I PFh Pasel 21 yang leralamy; setiap bulan sebesar Rpe2.516,00 Ditanggung

Pomenntah,

2 Agalbala Aprinla elune memiliki NPWTEF maka besarnya PPh Pasal 21 vany,

terulang setiap bulan adglah:
120 x Bpa2 516,00 = 7o 09,00

Mas tambahan PPh 21 leratang yaitn sebesar Kpl2.503 {Rp75.019,00-
Epal 516,000 tdak Dituggunge Panerintah sebingrea Bundahara Pemerintah
wajil: memoleng dan gaji Jdan lunjangan Aprinta Jan menyelorkannya ke

Kas MNegara.

Contoh Penghitungan PPh Fasal 21 bagi Pejabat Megara, PNS, Angpota TN
dan Anggeta POLEL vang mulai bekerfa dalamn tabun berjalan

Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara
vang baru diangkat pads bulan Jubl 2010, telah menikah dengan 4 orang
tanygungan anak dan twelah memiliki NIWE. Penghasilan yang dibayarkan
sehubungan dengan statusnva schagai pejabat negara:

Laji Kehormatan
Tunjangan lstri
Tunjanygan Anak
Turmiangun Jubatan

Ep
Rp
Ep
Rp

ENA

1.

1it,

WL D60, 00

Q00 0a0 2o
400,000,000
Lo Qo i
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Perhitungan P Pasal 21 woiuk Masa Pajak Juli sampai dengan Masa Pajak
Movember 2010 dihituny sebagai berikut:

Gap Kehormatan Rp T4 00000, 11

1 unjangan [-tri Rp EREEERYAART

Tunjangan Anak Rp d010.000,00

Tunjangan [alsatan Ep 10, 000.000,00 +
[umlah penghasilan bruto Ep 21400000, 00

Pengurargan ;
1. Biaya Jabatan
3% X BEp ZLAURO00.00 atau maksimuim

Rp500.000 per bulan = Rp SL000,00
2 luran pensiun
4,75% A Tpl1.400.000,00 = [Lp 541 900,00 ~
Rp 1.041,500,00 -
Penghasilan neto Rp 200238500, 00

Fenghasilan neto seiahan:

& 3 Ry 20,358 500,00 Bp 12215100000
PTXP (K73
* untuk Wajip Pajak Ry 15.840.000,00
* stabhus WP Kawin Rp 132000000
 sambahan 3 orang langgungan
(3 % Rp1.3208.000,00} Rp 390000000 +

Rp _21.120.000.00 -

Penghasilan i<ena Pajak (PKT} Ry 140003100000
IPh Pasal 21 atas gajl setahun
B ox Rp SUI0000,00 = F.p 25000000 00
15% « Rp SLE3L000,00 = B 7.634.650,00 +

Rp 10,154.650,00
PPh Pasal 21 alas gaji sebulan
Bp 10154 65000 - 6= Hp 169244200

LAS  Contoh Penghitungan I'i'h Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Ke-13 atau Uang
Pensiun dan Tunjangan Ke-13

Apabila Aprinta sebagaimana conteh LAL poda bulan Juli 2010 menerima gaji
dan tunjangan ke-13, maka perhituzngan PP Pasal 21 alas gaji dan tunjangan ke
13 adalah sebagai bemkut:

Gaji dan tunjangan ulan Jali 20140

Gajl Pokok Rp T 244 500410
Tunjangan Letri B 2725 ARO[
Tunjangan Anak Ep B9.780,00
Tunjangan Jabatan Rp S0, 060,00
Tujangan Deras Bp - 198.000,00
Perntulakan Ep _ 430+

Trumlah Gajr doan njangan bulan Juli 2010 K 3296077500
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Penghasilan disetahunkan:
12 x Rp 3.296.773,00 Rp  39.561.276,00
Gaji dan tunjangan Ke-13:

Gaji Pokok Rp 2.244.500,00

Tunjangan Istri Rp 224.450,00

Tunjangan Anak Rp 89.780,00

Tunjan gan Jabatan Rp 540.000,00

Pembulatan Rp 40,00 +

Jumlah Gaji dan tunjangan Ke-13 Rp_ 3.098.770,00 +
Jumlah Penghasilan bruto setahun Rp  42.660.046,00
Pengurangan
Biaya Jabatan'
5% X Rp 42.660.046,00 = Rp2.133.002,00

Turan pensiun
12 x4,75% X Rp 2.558.730,00 = Rp1.458.476,00 +

Rp 3.591.478,00 -

Penghasilan neto setahun Rp  39.068.568,00
PTKP (K/3)
untuk Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
status WP Kawin Rp 1.320.000,00
tambahan 3 orang tanggungan
(3 x Rp1.320.000,00) Rp _3.960.000,00 +

Rp _ 21.120.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 17.948.568,00
Pembulatan Rp 17.948.000,00

PPh Pasal 21 setahun atas seturuh penghasilan:
5% x Rp17.948.000,00 = Rp 897.400,00

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:
Rp 897.400,00 - Rp750.200,00 = Rp147.200,00

Catatan:

1.

PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
Rp147.200,00 Ditanggung Pemerintah.

dan tunjangan ke-13 sebesar

Apabila Apﬁnta belum memiliki NPWP maka besarnya PPh yang terutang
atas gaji dan tunjangan ke-13 adalah:

120% x Rp147.200,00 = Rp176.640,00

Atas tambahan PPh 21 terutang yaitu sebesar Rp29.440,00 (Rp176.640,00-
Rp147.200,00) tidak Ditanggung Pemerintah sehingga Bendahara Pemerintah
wajib memotong dari gaji dan tunjangan Aprinta dan menyetorkannya ke
Kas Negara.

Apabila terdapat pembayaran rapel atas kenaikan gaji atau pembayaran atas
kekurangan gaji dan tunjangan maka tata cara perhitungan atas rapel
tersebut disamakan dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan

ke-13.
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LA4 Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNT, dan
Anggota POLR] yang menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan
teratur setiap bulan yang pembayarannya lerpisah dari pembayaran gaji.

Apabila Aprinta sebogaimana contoh LA, ditupaskan pada Kanlor Dispeloss
Peinerintahan B (K11 By sehingga tunjangan jabatan tidak lagl dibavarkan cleh
KPP A dan i KIP B dibayarkan tunjanjpan jabatan sebesar RpS4D.000,00 per
bulan cleh Bendabara Pengeluaran KIP B, naka perhitungan T Fasal 21 ¢4
EIPA dan BT B adalah:

FTh Pasal 21 di KPT A

Gaji Pokok Lp 2,244 500400
Tunjangan [stri Lp 224 450,00
Tunjangan Anak Rp He TR, 00
Turjangan Beras Lp 165,000,000
Fembualatan Ky A3
Jumlah penghasilan brute K AT5L.F73.00

Pengurangan
1. Biaya [ahatan

L% X Rp 2756.773,00 = Rp 13783500
2 luran persiun

4.75% X Rp 255875000 = Rp 121 540,00 4

Rp 25937900 -
Fenghasilan neto Ep 2497 3L
Pengrhasilan neie disctahunkan:
12 x Rp 2.497.394,0K) Rp  29.968. 728,40
PIRP (K/3)
« uptuk Wa}ih Pajak. Rp 1584000000
r stabus W Kawin Rp 132000000
* tambahan 2 orang langgungan
(3 x Kp1,320.000,00) Rp 3560 (KKK +

Rp_ 2L.120.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (FKP) Rp 854871800
Pembulatan Rp  2.845.000,00
ik Fasal 21 setabun

54 xRy AA48,000,00 =Rp 442.400,00
PIh Pasal 21 atas gaji sebulan
L 442,400,040 12 =Rp 3686600

PP Pasal 21 di KIF B
Penghasilan dard KPP A

Gaji Pelok Lp 224450000
can Tsii 224,450,00
Junjangan Isti ljiP jnj;ﬂu,n;
‘Turjangan Anik Ky ; i .:]Quﬁunj
Tunjangan Beras ﬁp 1951 L'-‘;LJ'} .
Tembulatan Bp M

736, 773,0
Tumlah penghasilan e 273077300
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Penghasilan dari KIP B

Turjangan Jakatan g _o40 000,00
Jusnlah Penghasilan Rp 3.296,773,00

Pengurangan :
1. Biaya Jabatan

5% X Rp 329 57300 - Rp 1ad.839.00
2. luran pensiun
4.75% X Ry 2.558.730,00 = [ip 121.540,00 +
Bp 28037900 -
Penyrhasilan neto Kp 3.010.394,00
Penghasilar neto disetahunkan:
12 x Rp 3.010,304, 00 Rp 36,024 728,00
PTET (K3
v artuk Wajib Pajek Ep 12.840.000,00
* statas W Kawin R 1.320.000,00
* lambahan 3 orang tanggungin
13 x Rpl. 320.000,00) Bp 396000000 «
Ry 2).120.000.00 -
Penghasilan Kena Pajak (PK) Rp  15.004.728,00
e bulatan Ry 15.004.000,00
PTh Fasal 21 atas gaji dan tunjanpan setahun
H% w Il 15.004 000, 00= Ky 750 200,00
P7h Pasal 21 setahun yany lerntang di KPP A Ep. 442 400,00 -
FPh 'asal 21 terutang di K11 3 setahun Kp  307.800,00

I'T*h Fasal 21 terutang di KII' B sebulan:
W07 8k 12 = Fp25.630

Clatalan:
1. I'Th Tasal 21 per bulan yang terutang atas gaji dan tunjangan di €77 A
adalah sebesar Rpin 864,00

2. T'PhPPasal 21 per bulan yang teratang alas lunjangan jabatan vang dibavarkan
di KIP B adalah selesar Bn25.650,00
o Contoh perhitungan LA4 i juga  dibedakuken  apabila pembayaran

hanjungan lambaban vang bersifst tetap dan leratar setiap bulan dan
pembayaran gaji dilakukon cleh bendahara vang sama telapt pengajuan
pembayarannya lwerprsah

LB. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutany Pada Masa Pajak escmber

Fenghitingan PPLh Pasal 21 hMasa Desember untuk Aprinta sebagaimana contoh
LA, yang menerima gaji dan tajangan ke-13 pada bulan Juli sebagaimane
comtoh LA, adalah sela gl legikut:

Penghasilan dari Jaruar sermpai dengan Deserndber:

Gall Pokok Rp 2693400000
Tuﬁj;ungan Istri E31] 2.693. 400,00
Tunjangan Anak Rp 1. 7 300,00
Tunjangan Jabatan Kp h.tliﬁ':ﬁj.l_DD'II,D[J
Turmjangan Beras K 2.376.000,00
Pemmbulatan Ep Ala, 00

Lajl dan innjangan we 13 Bp 308877000 +
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Jumlah Penghasilan bruto setahun Rp 42.660.046,00
Pengurangan:
Biaya Jabatan
5% X Rp 42.660.046,00 = Rp2.133.002,00

[uran pensiun
12 x4,75% X Rp 2.558.730,00 = Rp1.458.476,00 +
Rp  3.591.478,00-

Penghasilan neto setahun Rp 39.068.568,00
PTKP (K/3)
untuk Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
status WP Kawin Rp 1.320.000,00
tambahan 3 orang tanggungan
(3 x Rp1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 +
Rp  21.120.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 17.948.568,00
Pembulatan Rp 17.948.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun (Januari s.d. Desember):
5% x Rp17.948.000,00= Rp 897.400,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan terutang
Januari s.d. November: 11 x Rp62.516,00 = Rp 687.676,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13: Ry 147.200,00 +

Jumlah PPh Pasal 21 terutang Januari s.d. November Rp 834.876,00

PPh Pasal 21 terutang Masa Desember:
Rp 897.400,00 - Rp 834.876,00 = Rp62.524

Catatan:

1. Apabila PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Januari s.d. November
terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% karena belum memiliki NPWP,
maka tambahan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh menjadi pengurang atas
PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember.

2. Bendahara pengeluaran harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
(1721-A2} untuk setiap tahun Pajak paling lama akhir bulan Januari Tahun
berikutnya.

I.C.  Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Teralhir

Apabila Aprinta sebagaimana contoh 1.A.1, akan memasuki usia pensiun Pada
bulan Juni, maka perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Mei adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari bulan bulan Januari sampai dengan bulan Mei:

Gaji Pokok Rp  11.222.500,00
Tunjangan Istri Rp 1.122.250,00
Tunjangan Anak Rp 448.900,00
Tunjangan Jabatan Rp 2.700.000,00
Tunjangan Beras Rp 990.000,00
Pembulatan Rp 215,00 +

Jumlah penghasilan bruto Rp 16.483.865,00
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Pengurangarn -
1. Biava Jabalan
2% X Ip 16,483 865,00 = K 24.193,00
2 Turan pensiun
4730 X Ep 127973 650,00 = Mp 60760800 +
_ Bp 1431 891,00 -
Penphasilan nela Ly 15.051 974 00
Penghasilan nelo disetahunkan
12/5 « Rp 12,051 974,04 R A0124.737
il el "1_:'3.-'.-:]']'
FTEDP (K/3) ’
= untuk Wajib Pajak Bp 15840000040
* status YW Kawin Ly 1.320.000,00
® tambahan 3 orang tanggungan
42 ML 3200000, 00) By 3.5%60.000,00 +
_ Bp 2112000000 -
Penglhasilan Kena Pajak (PEP) disetalminkan Kp 150404, 73700
Pemlulatan Ry 15004 000k

PPh Fasal 21 disetahunkan
5%« Rp 15.004.000.00 =Ep 75020000

PTh Pasal 21 terutang:
B FHO 20 5717 =Rp 3125830

PTh Pasal 21 coukang Maga Pajak Mer = PPh Pasal 21 lerstang - jumlah 'k
Pasal 21 vang terutang Masa Majak Januari sampai dengan Masa Pajak April

= Ry 312 583,00 - (Rpe2 516,00 x4

= Wp A2.519,00

Catalan:

a. Bendahars harus menerbithun buktd pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2)
paling lama akhir bulan Juni.

b Aprinta harvs meoyershlkan buktl pemotongan Pl Masal 21 (1721-A72)
kepadia PT aspen untuk diperhilungkan dalam penentuan PPL Tasal 21 alas
Liamyg Pensiun,

Conteh Fenghitungan PPh Fasal 21 bapgi Pensiunan yang menerima uang
pension mulai Masa Pajak Januari

Faisita Agus seorang Pensiunan 1735 status menikah dengan tanggungan 1 orang
analk, teloh memiliki NPWT. Seliap bulan Toto Subroto mumerima Uang Pensiun

sebesar Fp2 0000000,

Penghitungan PP Fasat 21 adabish sebapar berikat.

Uany, T'ensiun Rp 2. 500,000,
Pengurangan:
Biava "ensiun

3% X Rp 2.200.000,00= i 125 0RO -
Penghasilan nelo g 2.375.000,00

Feng‘has:ﬁlaﬂ Mot Setabur:
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12 x Rp 2.375.000,00 Rp 28.500.000,00
PTKP (K/1)
* untuk Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
* status WP Kawin Rp 1.320.000,00
* tambahan 1 orang tanggungan

(1 x Rp1.320.000,00) Rp__1.320.000,00 +

Rp  18.480.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp  10.020.000,00
PPh Pasal 21

5% x Rp 10.020.000,00 =Rp 501.000,00
PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun sebulan
Rp 501.000,00: 12 =Rp 41.750,00

LE.  Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan yang menerima uang
pensiun dalam tahun berjalan

Aprinta sebagaimana contoh 1.C, yang memasuki usia pensiun pada bulan Juni,
mulai bulan Juni menerima Uang Pensiun sebesar Rp2.500.000,00. Perhitungan
PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun tersebul adalah sebagai berikut:

Uang Pensiun Rp  2.500.000,00
Pengurangan:
Biaya Pensiun

5% X Rp 2.500.000,00= Rp 125.000,00 -
Penghasilan neto Rp 2.375.000,00
Perkiraan Penghasilan neto 7 bulan Rp  16.625.000,00
Penghasilan neto sebelumnya (1721-A2) Rp  15.051.973,00 +
Jumlah Penghasilan neto Rp 31.676.973,00
PTKP (K/3)
* untuk Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
» status WP Kawin Rp 1.320.000,00
* tambahan 3 orang tanggungan

(3 x Rp1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 +
Rp 21.120.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak (PKI”) Rp 10.556.973,00
Pembulatan Rp 10.556.000,00
PPh Pasal 21
5% x Rp 10.556.000,00 = Rp 527.800,00
PPh Pasal 21 terutang sebelumnya (1721-A2): Rp  312.583,00 -
PPh Pasal 21 terutang atas Uang Pensiun Rp 215.217,00

PPh Pasal 21 terutang atas Uang Pensiun setiap bulan adalah:
Rp 215.217,00:7 = Rp 30.745,00
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1. CONTOH FPENGHITUNGAN PPh PASAL 20 UNTUK HONORARIUM ATAU
IMBALAN LAIN

A Fitria Falno Wardika adalab PRS polengzan HI/d, pada bulan Maret 2001 mcnerima
henorarium sebagai nara sumber sebuall seminar yang swmber dananya berasal
dari APEM sebesar Rp 5.000,000,00,

FPh Pasal 21 Vinasl yang rerutang;
2% x RpDonnoo,nn = Rp 250.000

Catatan -

a. FPh VPasal 21 atas honorarinm sebagal naca sumber sebapaimans dimatendd pada
brutir [ Hdal: ditanggung pemarttab dan dipotong PFPh Pasal 21 bersifad fnal,

b, Bendahara pewnerintah yang membayarkan honorarium wajile
B memotony, PIR Pasal 21 Final dan menyelorkannya ke bank rerseps: alau
Kanlor I:'ﬂﬁ,
2V membuat bukti pematongan PFRh FPasisl 21 Final paling lama akhir bulan
dilak ukan pembayearan;
31 melaporkan pemotongan FFh Dasal 21 Final melalul penvampaian 5P
dasa PI'h Pazal 21

L1 Yayok, PMNS Golorgan [1/d, pada tanggal 21 Maret 2011 menerima honorariam
sebapal saluh setu auggota Tim Kere sebesar Rp 1.500.000,00, selama 6 balan.
FI’h Pasal 21 Finil vong ferutang:
(% BRpL. 50006 = Ry 2,00

Catatan
Walaupun FFL Pasal 21 Final yang dipoteng [p0,00, Bendahara pemerindaly waph
membuat buktn paonwiongan UPh Pasal 21 Final paling, lama akhir bulan Maret 20011,

MENTRI KEUANGAN,
ttd
AGUSD.W. MARTOWARDOJO
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